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SALAH satu agenda pertemuan APEC Business
Advisory Council (ABAC) bulan Agustus 2004 di
Auckland, Selandia Baru, yakni membahas perkem-
bangan liberalisasi dan dampak investasi asing

di beberapa negara, termasuk sektor perbankan.
Scbagai anggota ABAC, saya pun mendapat kesem-
patan mengikuti pertemuan tersebut.

ILA dilihat sejarah-

nya, isu liberalisasi

sebagai suatu feno-

mena global menda-

patkan momentum-
nya ketika Bank Dunia dan Da-
na Moneter Internasional (IMF)
bertemu di Washington, Ame-
rika Serikat, tahun 1989 dan
menghasilkan konsensus yang
disebut “Washington Consen-
sus” yang berisi 10 butir ke-
sepakatan. Awalnya, kesepa-
katan itu dijadikan strategi dan
resep bagi negara-negara Ame-
rika Latin yang mengalami kri-
sis ekonomi, kemudian dijadi-
kan resep umum di berbagai
negara, termasuk Indonesia. Se-
jak itu, istilah-istilah liberali-
sasi, privatisasi, dan deregulasi
telah menjadi konsumsi harian
di berbagai media massa dan
menjadi kebijakan pemerintah
sejak pasca-krisis.

Pertanyaan yang muncul se-
lanjutnya adalah sejach mana
liberalisasi investasi asing, khu-
susnya perbankan, di Indone-
sia? Salah satu cara untuk men-
jawab pertanyaan tersebut ada-
lah dengan mengetahui sejauh
mana kepemilikan asing pada
bank-bank di Indonesia, khu-
susnya 10 (sepuluh) bank terbe-
sar. Ke-10 bank terbesar di In-
donesia itu menguasai aset lebih
dari 70 persen total aset per-
bankan nasional. Dari sepuluh
bank terbesar di Indonesia, ter-
nyata 8 (delapan) di antaranya
ada unsur kepemilikan asing
dan 5 (lima) di antaranya me-
nguasai kepemilikan secara ma-
voritas (tabel 1).

Apabila kita bandingkan de-
ngan beberapa negara tetangga
kita, Malaysia, misalnya, dari 10
bank terbesar tidak satu pun
dimiliki investor asing baik mi-
noritas maupun mayoritas. Di
Thailand, dari 10 bank terbesar,
enam di antaranya dimiliki oleh
asing dan dua di antaranya ada-
lah mayoritas. Kondisi yang
hampir serupa terjadi di Korea
Selatan, di mana dari 10 bank

terbesar, tujuh di antaranya ada
kepemilikan asing dan tiga di-
antaranya merupakan kepemi-
likan mayoritas.

Jika kita bandingkan dari ke-
empat negara di atas, ternyata
Indonesia jauh lebih maju da-
lam hal liberalisasi perbankan.
Setidaknya berkaitan dengan
deklarasi Bogor, di mana nega-
ra-negara di kawasan Asia Pa-
sifik yang tergabung dalam
Kerja Sama Ekonomi Asia Pa-
sifik (Asia Pacific Economic
Cooperation/APEC) pada tahun
1994 bersepakat untuk mewu-
judkan perdagangan dan inves-
tasi bebas dan terbuka (Free &
Open Trade and Investment) ta-
hun 2010 untuk negara-negara
maju dan 2020 khususnya yang
menyvangkut libelarisasi per-
bankan, ternyata Indonesia su-
dah cukup maju.

Bagaimana dampak libelari-
sasi investasi asing tersebut bagi
negara-negara Asia? Dari hasil
penelitian Profesor J Kimball
Dietrich dari University of
Southern California di Thailand
dan Korea yang disampaikan
dalam pertemuan ABAC di
Auckland, Selandia Baru, bulan
Agustus 2004 menunjukkan
bahwa liberalisasi sektor ke-
uangan membawa pengaruh
yang positif sekaligus pengaruh
negatif.

Dampak positif dari libela-
risasi sektor keuangan antara
lain tersedianya modal, inovasi
produk dan jasa keuangan,
strategi pemasaran baru, per-
baikan pengelolaan risiko, ma-
suknya teknologi, pengelolaan
bisnis vang lebih efisien, peran
swasta yang lebih besar atas
pembiavaan proyek strategis
jangka panjang yang tidak da-
pat dibiayai pemerintah, terba-
ngunnya jaringan dan akses ke
jaringan internasional oleh lem-
baga keuangan lokal, dan ke-
sempatan training yang berku-
alitas.

Liberalisasi investasi asing
juga membawa dampak negatif.
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Antara lain, terjadinya pengu-
rangan pegawai (PHK), akuisisi
oleh investor yang bukan mitra
strategis, berkurangnya fokus
pada usaha kecil, dan mengu-
atnya orientasi mencari profit.

2 X

BAGI Indonesia, banyak
orang bertanya sejauh mana
bank-bank vang sudah didives-
tasi (dijual kepemilikannya ke
investor asing) dapat mendu-
kung berbagai kebijakan na-
sional (national interest). Dalam
hal ini kita harus jaga kese-
imbangan karena bank-bank
vang sudah didivestasi ma-
sing-masing berjalan dalam
acuan kepentingan komersial
(commercial interest). Hal ini
tidak buruk, tetapi ada kalanya
perlu diimbangi dengan “ke-
pentingan nasional”. Bagi per-
bankan nasional. "kepentingan
nasional” atau national interest
misalnya penyaluran kredit ke
sektor mikro dan usaha kecil
dan menengah serta penyaluran
kredit ke daerah-daerah atau
provinsi yang masih “terting-
gal”. Menyalurkan kredit ke-
pada sektor-sektor yang pas-
ca-krisis masih berat tetapi
mempunyai potensi untuk maju
seperti tekstil dan sepatu, serta
memberikan kebijakan khusus
untuk sektor atau segmen ter-
tentu.

Bank-bank asing dan cam-
puran di Indonesia lebih mem-
fokuskan bisnisnya pada ko-
ta-kota besar yang potensial de-
ngan menawarkan produk-pro-
duk kredit konsumtif, misalnya
kartu kredit. Hal ini tidaklah
salah, tetapi kita juga harus sa-
dari bahwa masih banyak da-
erah atau provinsi yang memer-
lukan peran perbankan untuk
mendorong perkembangan dan
pertumbuhan daerahnya. Kon-
disi ini tentunya semakin mem-
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perkuat pendapat banyak pihak
bahwa bank-bank asing Jebih
mengedepankan kepentingan
komersial ketimbang kepen-
tingan nasional.

Pertanyaan yang harus dija-
wab pemerintah saat.ini, berapa
bank yang hendaknya dijaga
agar tetap berada di bawah pe-
ngaruh pemerintah, kalau bu-
kan kontrol pemerintah, karena
kita masih negara berkembang?
Yang menarik juga adalah di
Thailand diberlakukan one pre-
sence policy, yaitu suatu ke-
bijakan yang melarang investor
asing memiliki lebih dari satu
kepemilikan pada bank-bank
nasional.

Hal ini berbeda sekali dengan
yang terjadi di Indonesia, di ma-
na ada beberapa investor atau
lembaga keuangan asing yang
kehadirannya ada pada lebih
dari satu bank. Misalnya Stan-
dard Chartered Bank, selain
memiliki cabang sendiri di In-
donesia juga membeli saham
Bank Permata, atau Temasek
vang memiliki saham Bank Da-
namon dan Bank Internasional
Indonesia serta DBS yang mem-
punyai cabang di Indonesia.
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TAHAPAN liberalisasi per-
bankan kita berada pada situasi
yang sulit untuk mundur, ber-
ada dalam point of no return.
Sebagai negara yang telanjur
paling liberal dalam hal per-
bankan, setidaknya di Asia,
yang terpenting adalah langkah
pemerintah ke depan agar per-
bankan di Tanah Air mampu
berperan menjadi penggerak
roda perekonomian nasional,
serta kembali ke fungsi utama
melakukan intermediasi secara
optimal. Bila kita mau meniru
kebijakan di Thailand, sangat-
lah mungkin bank-bank yang
telanjur dimiliki oleh satu ke-
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lompok investor tertentu harus
memutuskan apakah memper-
tahankan kepemilikan hanya
pada satu bank atau mengga-
bungkan (merger) bank-bank
yang dimilikinva. Dengan men-
jaga kepemilikan beberapa
bank di tangan pemerintah, be-
berapa agenda pemerintah da-
lam rangka kepentingan nasi-
onal dapat diimplementasikan.

Kebijakan lain yang mungkin
dapat diterapkan adalah "Re-
gional Banking Policy”, yang
bertujuan mendorong pertum-
buhan bank-bank lokal untuk
membiayai berbagai usaha po-
tensial di daerah-daerah. Da-
lam kebijakan ini, bank-bank
vang sebagian sahamnya dimi-
liki investor asing yang bero-
perasi di daerah memiliki ke-
wajiban untuk melatih dan me-
ningkatkan kualitas sumber da-
va manusia bank-bank daerah
sesuai dengan standar perbank-
an global.

Pada akhirnya, komitmen ki-
ta bersama antara pemerintah,
praktisi perbankan nasional,
dan dunia usaha sangat diper-
lukan agar liberalisasi berlang-
sung dengan keberpihakan
vang jelas, sinergis, win-win so-
lution dan keseimbangan an-
tara kepentingan komersial dan
kepentingan nasional.
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